Pemkot Bekasi Kelola SDM
Tenaga Kontrak Kerja
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Pemkot Bekasi Kelola SDM Tenaga Kontrak Kerja

KOTA BEKASI, Prolite — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mencatat tenaga non-ASN
(honorer/Tenaga Kontrak Kerja) sebanyak 2,3 Juta orang dan
mayoritas berada di instansi daerah.

Menteri PANRB mengatakan salah satu isu krusial dalam RUU ini
adalah tersedianya payung hukum untuk penataan tenaga non-ASN
(honorer/Tenaga Kontrak Kerja).

Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi
menindaklanjuti arahan pemerintah pusat berdasarkan telah


https://prolitenews.com/pemkot-bekasi-kelola-sdm-tenaga-kontrak-kerja/
https://prolitenews.com/pemkot-bekasi-kelola-sdm-tenaga-kontrak-kerja/

disahkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Berkat dukungan DPR, RUU ASN ini menjadi payung hukum
terlaksananya prinsip utama penataan tenaga non-ASN yaitu
tidak boleh ada PHK masal, yang telah digariskan Presiden
Jokowi sejak awal,” ujar Menteri PANRB usai Rancangan Undang-
Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi disahkan
dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (03/10).

Akan terdapat perluasan skema dan mekanisme kerja pegawail
pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sehingga bisa
menjadi salah satu opsi dalam penataan tenaga honorer.

“Nanti didetailkan di Peraturan Pemerintah,” wujar mantan
kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP) tersebut.

Kepala BKPSDM Kota Bekasi, Nadih Arifin mengatakan berdasarkan
UU ASN ini berarti tidak adanya pemberhentian atau pengurangan
Tenaga Kontrak Kerja (TKK) di Kota Bekasi. Adanya mekanisme
rekrutmen melalui proses Pengadaan Barang dan Jasa.

“Ini adalah untuk TKK yang eksisting, bahwa tidak ada
pemberhentian atau pengurangan TKK. Terkait LPSE, hanya
mekanisme perpanjangan untuk kembali menjadi Honorer yang
melalui proses pengadaan barang dan jasa,” ucap Nadih Arifin.

Nadih lanjut mengatakan Pemkot Bekasi sekarang ini menempuh
upaya tersebut sambil menunggu turunnya Peraturan Pemerintah
sebagai turunan UU tersebut.

“Sambil menunggu penyelesaian RPP-nya, Pemerintah Daerah perlu
melakukan langkah-langkah di daerah sesuai dengan kondisi
masing-masing daerah,” ucapnya.

“Yang jelas, kita dilarang merekrut tenaga honorer baru. Oleh
karena itu, Pemkot Bekasi akan mengoptimalkan TKK yang sudah
ada. Soal bagaimana mekanismenya, melalui LPSE atau tidak,
disesuaikan dengan aturan vyang berlaku teknis dan
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administratifnya,” ucap Nadih.
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BANDUNG, Prolite - Sebanyak orang non ASN Pemerintah Kota
(Pemkot) Bandung mendapatkan program Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan.

Hal tersebut sebagai komitmen Pemkot Bandung dalam memberikan
perlindungan kepada seluruh tenaga kerjanya.

“Kami berupaya semaksimal mungkin berikan perlindungan
terhadap seluruh pegawai baik ASN maupun non ASN sesuai dengan
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kemampuan kami,” kata Wali Kota Bandung, Yana Mulyana di Balai
Kota Bandung, Rabu 22 Februari 2023.

Yana mengatakan, Pemkot Bandung melalui Dinas Tenaga Kerja
(Disnaker) berserta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia (BKPSDM) akan terus melakukan asesmen untuk
memastikan seluruh pegawai mendapatkan hak yang sama.

“Tinggal nanti Disnaker dan BKPSDM lakukan asesmen terkait
sisa non ASN yang belum tercover. Kami pada prinsipnya ingin
memberikan perlindungan kerja kepada semuanya,” kata dia.

Ia berharap, kerja sama Pemkot Bandung dan BPIJS
Ketenagakerjaan terus ditingkatkan untuk memberikan rasa aman
dan nyaman bagi para pegawai.

“Mudahan kita bisa tingkatkan kerja sama ini untuk ketenangan
bekerja para ASN dan non ASN, karena terlindungi BPJ]S
ketenagakerjaan maupun kesehatan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Disnaker, Andri Darusman mengatakan, JKK
dan JKM bagi pegawai Non ASN Pemkot Bandung telah bergulir
sejak Oktober 2022 1lalu. Hal ini terus berlanjut sampai
November 2023.

Hingga akhir tahun 2022 telah ada 5 orang Non ASN meninggal
dunia yang telah mendapatkan program JKM.

“Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kinerja kedepannya dalam
bidang ketenagakerjaan,” katanya.

Sedangkan Kepala BPJamsostek Kantor Cabang Bandung Suci, Agus
Hariyanto mengatakan di Kota Bandung terdapat sebanyak pekerja
yang bekerja formal telah menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan
atau 51,57 persen dari total pekerja

Sedangkan pekerja informal tercatat pekerja telah menjadi
anggota atau 7,16 persen dari total pekerja yang tercatat.

“Untuk itu, mohon dukungan kepala OPD supaya bisa dilindungi



(pekerja informal), karena mereka kemampuan kurang, tetapi
resikonya besar,” katanya.

Lebih lanjut, sampai akhir tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan
telah melakukan pemberian jaminan sebanyak Rp502 miliar.

Untuk JKK, JKM dan Hari Tua sebanyak Rp416 miliar, jaminan
pensiun Rpl3 miliar, dan jaminan kehilangan pekerjaan Rp327

juta. (**/red)



